V. SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis dan pengujian terhadap hipotesis yang dilakukan oleh
peneliti serta hasil pembahasan, secara umum dapat disimpulkan bahwa
pemahaman siswa tentang konsep budaya politik dan pembentukan civic skills
dapat berpengaruh terhadap tingkat aspirasi pemilih pemula di SMA Al-Kautsar

secara positif dan signifikan, ini berdasarkan pada temuan:

1) Kemampuan siswa dalam memahami konsep budaya politik berpengaruh
langsung terhadap tingkat aspirasi politik siswa SMA al-kautsar sebagai
pemilih pemula secara positif, erat dan signifikan. Hal ini menunjukkan
bahwa semakin baik kemampuan siswa dalam memahami konsep budaya
politik akan ada kecenderungan tingkat aspirasi politik siswa SMA al-kautsar

sebagai pemilih pemula yang baik.

2) Pembentukan civic skills siswa berpengaruh langsung terhadap tingkat
aspirasi politik siswa SMA al-kautsar sebagai pemilih pemula secara positif,
erat dan signifikan, hal ini menunjukkan bahwa semakin baik semakin baik
civic skills siswa akan ada kecenderungan tingkat aspirasi politik siswa SMA

al-kautsar sebagai pemilih pemula yang baik pula.
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kemampuan siswa dalam memahami konsep budaya politik berpengaruh
langsung terhadap civic skills siswa SMA al-kautsar sebagai pemilih pemula
secara positif, erat dan signifikan. hal ini menunjukan semakin baik
kemampuan siswa dalam memahami konsep budaya politik akan ada
kecenderungan civic skills siswa SMA al-kautsar sebagai pemilih pemula

yang baik

pemahaman siswa dalam memahami konsep budaya politik dan pembentukan
civic skills berpengaruh langsung terhadap tingkat aspirasi politik siswa SMA
al-kautsar sebagai pemilih pemula secara positif, erat dan signifikan. hal ini
menunjukan semakin baik pemahaman siswa dalam memahami konsep
budaya politik dan pembentukan civic skills akan ada kecenderungan tingkat

aspirasi politik siswa SMA al-kautsar sebagai pemilih pemula yang baik pula.

pemahaman siswa dalam memahami konsep budaya politik melalui
pembentukan civic skills berpengaruh terhadap tingkat aspirasi politik siswa
SMA al-kautsar sebagai pemilih pemula secara positif, erat dan signifikan.
hal ini menunjukan semakin baik pemahaman siswa dalam memahami konsep
budaya politik melalui pembentukan civic skills akan ada kecenderungan
tingkat aspirasi politik siswa SMA al-kautsar sebagai pemilih pemula yang

baik pula.

5.2 Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini memberikan implikasi secara praktis terhadap upaya

peningkatan aspirasi politik siswa sebagai pemilih pemula yang masih awam

terhadap kondisi perpolitikan negara indonesia, dan hal ini akan rentan
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dimanfaatkan oleh berbagai oknum untuk mendapatkan keuntungan dari suara
politik mereka dengan cara yang kotor. Peningkatan aspirasi politik siswa sebagali
pemilih pemula dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada siswa
dalam memahami konsep budaya politik dan meningkatkan kemampuan guru

dalam pembentukan civic skills siswa.

Upaya memahamkan siswa tentang konsep budaya politik merupakan hal yang
penting dilaksanakan oleh para guru dalam hal ini siswa sebagai pemilih pemula
yang masih sangat awam dalam perpolitikan demokrasi indonesia. Pemaknaan
konsep budaya politik kepada siswa merupakan bagian dari pendidikan politik
yang sampai saat ini sepertinya terlupakan oleh kita semua. Pemahaman yang baik
mengenai budaya politik tentu akan meningkatkan aspirasi politik mereka sebagai
pemilih pemula yang berupa menyuarakan ide dan pendapatnya dalam

penyelenggaraan pemerintahan negara.

Upaya pembentukan civic skills siswa sangat penting dilaksanakan oleh guru
terutama guru mata pelajaran PKn dalam rangka mewujudkan regenerasi warga
negara yang baik dan cerdas (Good and Smart Citizen) menuju masyarakat
madani dalam demokratisasi indonesia. Guru yang telah mampu membentuk civic
skills siswa dengan baik tentu akan memberikan contoh dari aplikasi teori yang
diberikannya dengan harapan siswa mampu meniru dan menerapkannya pula
dalam kehidupan sehari-hari  khususnya dalam menerapkan konsep
mengutamakan kewajiban dari pada hak. Siswa yang telah mampu
mengaplikasikan civic skills nya akan mampu menganalisis, mengevaluasi,

mengambil/menentukan dan mempertahankan pendapat tentang isu-isu public
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dalam kehidupan mereka sebagai bagian dari partisipasi politik mereka sebagai
warga negara. secara sedehana pemahaman civic skills siswa akan membuat
mereka lebih mementingkan kewajiban dari pada hak mereka dan hal tersebut
akan membuat mereka bijaksana dalam berwarga negara. oleh karena itu, guru
harus mampu melaksanakan pembelajaran yang memancing argumen dan
pendapat siswa secara aktif dan membantu mereka untuk mempertahankan
pendapatnya. Ini dapat dilaksanakan misalnya dengan diskusi kelompok atau
debate kelas. Guru juga dapat menerjunkan siswa dalam masyarakat sebagai
bagian dari labolatorium politik dengan panduan studi kasus yang telah diberikan
guru dan siswa menganalisisnya. Dalam materi konsep budaya politik,
pembentukan civic skills merupakan pilar utama yang harus terintegrasi dalam
pebelajaran karena berkaitan dengan mewujudkan regenerasi warga negara yang

baik dan cerdas (Good and Smart Citizen).

Upaya memahamkan siswa tentang konsep budaya politik dan pembentukan civic
skills disekolah dapat dilaksanakan dengan melaksanakan pembelajaran PKn
khususnya materi konsep budaya politik dengan diajarkan secara aplikasi
praktisnya. Guru tidak hanya menjelaskan materi secara teoritis namun juga
dilaksanakan praktek langsung agar lebih mendekatkan siswa dengan keadaan
sebenarnya didalam perpolitikan di masyarakat. Hal ini dapat dilaksanakan
dengan misalnya dlam materi pemilu siswa dibelajarkan tentang situasi dan
kondisi praktis saat berada di TPS dimana didalamnya ada ketua TPS,sekretaris,
saksi, para pemilih, keamanan dan lain-lain. Dengan pembelajaran seperti ini
maka siswa akan memahami hak dan kewajiban masing-masing simulasi dalam

kegiatan praktek tersebut dan dapat langsung di aplikasikan dalam masyarakat.
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Berkembangnya aspirasi dan tuntutan politik merupakan dinamika dalam
kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dalam memperjuangkan kedaulatan
rakyat yang menyangkut hak dan kewajiban warga negara untuk berperan aktif
dalam menentukan kebijakan negara tentu dirasakan juga oleh para siswa sebagai
warga negara yang telah mejadi pemilih pemula pemilih pemula. oleh karena itu,
dalam pembelajaran PKn khususnya untuk materi budaya politik di Indonesia
guru harus memahamkan secara jelas dan terperinci mengenai konsep budaya
politik dan lebih baik pembelajarannya dilaksanakan secara praktis disamping
dibelajarkan juga secara teoritis karena akan lebih memberikan pengalaman
kepada siswa dan lebih mudah mengaitkan dengan isu-isu publik dalam

lingkungan masyarakat sekitar.

5.3 Saran

1) Guru PKn hendaknya lebih memperluas dan memperkuat penguasaan materi
konsep budaya politik dan meningkatkan kompetensi paedagogiknya agar
siswa mampu menerima dan memahami materi budaya politik dengan baik.
Selain itu siswa juga diajak melakukan kajian-kajian terhadap proses
pengembangan konsep, nilai, dan perilaku demokrasi warganegara, serta
menambah wawasan pengetahuannya dengan isu-isu aktual, agar dapat
memancing siswa untuk mampu berpikir lebih kritis terhadap permasalahan
yang ada di sekitarnya.

2) Guru PKn hendaknya menjadikan masyarakat sosial sebagai laboratorium
politik, agar pemahaman, sikap, dan perilaku budaya politik dikembangkan
bukan semata-mata melalui ”pendidikan politik’ secara teoritis saja tepai juga

secara praktis, tetapi melalui model pembelajaran yang secara langsung
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menerapkan cara hidup berpolitik (doing politic) dalam kehidupan
berdemokrasi di Indonesia.

Kepada pihak sekolah agar lebih memberikan fokus perhatian pada proses
pembelajaran PKn khususnya dalam materi budaya politik dengan
menyediakan labolatorium PKn yang dapat dipergunakan untuk praktek
pembelajaran materi-materi PKn yang membutuhkan aplikasi praktisnya.
Kepada pemerintah khususnya pada KPU setempat agar memberikan
sosialisasi ke sekolah-sekolah khususnya di SMA yang didalamnya terdapat
banyak sekali siswa yang telah mempunyai hak untuk menjadi pemilih dalam
pemilu. Hal ini dirasa lebih efektif untuk membangun karakter politik warga
negara secara berkelanjutan.

Kepada peneliti-peneliti berikutnya yang ingin mencermati atau mengkaji
hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan tingkat aspirasi politik siswa
SMA al-kautsar sebagai pemilih pemula perlu memperhatikan atau
mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan yang terdapat pada penelitian
ini sehingga hasilnya akan lebih lengkap dan lebih sempurna. Untuk
mengukur tingkat aspirasi politik siswa SMA al-kautsar sebagai pemilih
pemula perlu dilakukan pengamatan secara langsung bagaimana seorang guru

melaksanakan proses pembelajaran materi budaya politik di kelas.
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